
ADU DATA HASIL PENILAIAN OMBUDSMAN DALAM DEBAT CAGUB

Selasa, 19 November 2024 - sumbar

Saya mulai agak bersemangat melihat debat saat duo cagub mulai saling klaim terbaik dalam penilaian Ombudsman.
Klaim itu muncul pertama kali oleh cagub Epyardy.

Dan kemudian ditanggapi oleh Mayeldi dengan klaim yang sama bahwa pihaknya juga mendapat penilaian terbaik dari
Ombudsman.

Penilaian yang dimaksud duo cagub adalah Penilaian Kepatuhan Pemda terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2023.

Penilaian dilakukan tidak hanya atas ketersediaan standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja, namun
juga mengukur kompetensi pelaksana layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, serta pengawasan dan
pengelolaan pengaduan.

Saling klaim duo cagub atas hasil penilaian itu ada benarnya, tapi ada yang kurang tepat. Hasil penilian Ombudsman
adalah kualitas tertinggi, kategori A, zona hijau dengan interval nilai 88-100.

Kulitas tinggi kategori B, zona hijau dengan interval niai 78-87,99. Kualitas sedang, kategori C, zona kuning dengan
interval nilai 54.00-77, 79. Dan kualitas rendah, zona merah dengan interval nilai 32.00-53.99.

Kabupaten Solok dan Provinsi Sumatera Barat memang sama sama berada kualitas tertinggi, zona hijau, dengan
kategori nilai A. Tapi dengan peringkat dan raihan nilai yang berbeda.

Karena memang berada pada klaster yang berbeda. Kabupaten Solok berada pada klaster pemerintah kabupaten dan
provinsi berada klaster pemerintah provinsi.

Hasil penilaian tahun 2023 menunjukkan bawa, Kabupaten Solok berada pada peringkat 28 dari 415 kabupaten yang
dinilai. Berada pada zona hijau, kulitas tertinggi, kategori nilai A, dan dengan nilai 95,08.

Sementara, pada klaster pemerintah provinsi, Sumatera Barat berada pada peringkat 7 dari 34 provinsi, berada pada
zona hijau, kulitas tertinggi, kategori nilai A, dan dengan nilai 91,71.

Kedua daerah otonomi ini memang berada pada zona hijau dengan kualitas opini tertinggi. Jadi wajar, jika duo cagub
saling klaim sebagai yang terbaik.

Tapi, berdasar rilis resmi Ombudsman RI Anugerah Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024, yang
rilisnya tanggal 14 November 2024, sehari setelah debat.



Kabupaten Solok berada peringkat 21 dari 416 kabupaten yang dinilai. Berada pada zona hijau, kualitas opini tertinggi
dan dengan nilai 97,73. Sementara provinsi, juga berada pada zona hijau dengan kualitas opini tertinggi dan dengang
nilai 91,65.

Namun, berada pada peringkat 17 dari 34 provinsi yang dinilai. Isu penyelenggaraan pelayanan publik dalam debat, akan
mempengaruhi calon kepala daerah untuk dapat memberikan gagasan terbaik dan melahirkan kebijakan yang berpihak
pada layanan masyarakat saat terpilih nanti.

Apa lagi, siang hari tanggal 13 November, sebelum berdebat malamnya, duo cagub telah menandatangani Pakta
Integritas Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik bersama Ombudsman.

Mereka berjanji akan mewujudkan "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi, Berintegritas, Profesional
dan Adil".

Inilah penanda, untuk selalu diingat oleh cagub dan dengan sungguh-sungguh harus diwujudkan. Semoga. (Adel Wahidi,
Pjs Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar)
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